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BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI MIMIKA
NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MIMIKA NOMOR 28 TAHUN 2019
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MIMIKA,

Menimbang :a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 58 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, dan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat
memberikan Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri
Sipil dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah
dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -
undangan;

b. bahwa dalam rangka tertib administrasi keuangan daerah dan
meningkatkan kinerja serta disiplin Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika perlu diberikan
tunjangan tambahan penghasilan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Tambahan Penghasilan Pegawai
Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika.

a—y

Mengingat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan
Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di
Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Irian Jaya Barat, Provinsi Irian Jaya Tengah, Kabupaten
Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota
Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 173, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3894);
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Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus
Bagi Kabupaten Mimika (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun
2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Kabupaten Mimika Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4884);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 606,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor5234) sebagaimana telah
diubah dengan Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang — Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang — undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
183, Tamhan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan
Fungsional Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5135);
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Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2007
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2007 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MIMIKA NOMOR 28
TAHUN 2019 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
MIMIKA

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Mimika Nomor 28 Tahun 2019
tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Mimika (Berita Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2019 Nomor 28,)
diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf d dihapus dan ayat (2) ditambah satu ketentuan
pada huruf e, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Kriteria Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil
(CPNS) Penerima TPP adalah:

a. PNS dan CPNS yang namanya tercantum dalam daftar gaji;

b. PNS/CPNS yang melaksanakan cuti tahunan, cuti bersalin dan atau
cuti dengan alasan penting;

c. PNS Pusat yang bekerja dengan status dipekerjakan atau
diperbantukan pada Pemerintah Kabupaten Mimika,;

d. PNS/CPNS, yang melaksanakan perjalanan dinas dengan surat
tugas dari pejabat yang berwenang;dan

e. PNS/CPNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan kurang dari 16
hari kerja;
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(2) Kriteria Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil
(CPNS) yang tidak Menerima TPP adalah:

a. PNS/CPNS yang melaksanakan cuti besar yang terhitung sejak
tanggal berlakunya cuti sampai dengan berakhirnya masa cuti
tersebut;

b. PNS/CPNS yang dipekerjakan atau diperbantukan ke instansi
vertikal dan Pemerintah Daerah lain;

c. PNS yang melakukan tugas belajar;

d. PNS/CPNS Pindahan atau titipan dari Provinsi/Kabupaten/Kota
lain;dan

e. PNS/CPNS yang berhalangan tetap, sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

2. Ketentuan Lampiran angka romawi I, Huruf A Eselon, angka 8 (delapan) dan
angka 9 (sembilan) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

A. Eselon
1. Eselonlla orang/Bulan 80.000.000,00 | Sekda
2. Eselonllb orang/Bulan 40.000.000,00 | Asisten
3. Eselonllb orang/Bulan 30.000.000,00 | Staf Ahli
4. Eselonllb orang/Bulan 25.000.000,00 | Kepala OPD
5. Eselonlila orang/Bulan 16.000.000,00 | Kabag dan Kadistrik/Direktur RSUD
6. Eselonllla orang/Bulan 14.000.000,00 | Sekretaris OPD / Inspektur Pembantu
7. Eselonlllb orang/Bulan 10.000.000,00 | Kepala Bidang
8. EselonlVa orang/Bulan 7.000.000,00 | Kasubid, Kasubag, Kasie Distrik / Lurah
9. EselonIVb orang/Bulan | 6.000.000,00 | Sekretaris Kelurahan, Kasubag pada

3. Ketentuan Pasal 8 di ubah dengan penambahan 1 (satu) ayat sehingga
berbunyi sebagai berikut:

(1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati
Mimika Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Tambahan
Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Dan Tenaga Honorer
Dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Mimika Tahun 2014, dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2) Peraturan Bupati Mimika Nomor 28 Tahun 2019 tentang Tambahan
Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Mimika (Berita Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2019 Nomor 28 masih
tetap berlaku sepanjang tidak mengalami perubahan.



-5-

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika
Pada tanggal, 17 Maret 2021

BUPATI MIMIKA,
ttd
ELTINUS OMALENG
Diundangkan di Timika
Pada tanggal, 17 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
ttd
MICHAEL ROONEY GOMAR

BERITA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2021 NOMOR 11.

SCSLlal dengan aslinya
T‘KEPAL“A‘ BAGIAN HUKUM
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